
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Nomor 4444);

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan antara
pembangunan dan pengembangan kawasan terhadap
tertib dan kelancaran lalu lintas, telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di
Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa dalam rangka penyesuru.an terhadap
nomenklatur serta untuk memberikan kemudahan
dalarn rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Gubemur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di
Provinsi Sumatera Selatan;
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3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pernerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tenlang

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Oampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5221);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5468);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 570) sebagairnana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 75 Tahun

2015 tentang PenyeJenggaraan AnaLisis Oampak Lalu
Lintas (Berita Negara RepubLik Indonesia Tahun 2017

Nomor297);
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PasaJ 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pernerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Guberriur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi

Sumatera SeJatan.
5. Kepala Dinas Perhuburigan adalah Kepala Dinas

Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Analisis Darnpak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut

Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai
dampak lalu lintas dari pernbangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya
dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis
dampak lalu lintas.

7. Tim Evaluasi adalah tim yang bertugas menilai dan
mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang
disarnpaikan oleh pengembang atau pembangun.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Seiatan Tahun 2015 Nomor 29), diubah sebagai
berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasall

Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHANATAS
PERATURANGUBERNURNOMOR29 TAHUN2015 TENTANG
PENYELENGGARAANANALlSISDAMPAKLALULJNTASDJ
PROVlNSISUMATERASELATAN.

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Guberriur Nornor 29 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi
Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2015 Nomor29);
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah
ProvinsiSumatera Selatan Tahun 2016 Nomor72);
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Pasal 14
(1)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) pengembang atau pembangun
harus menyampaikan dokumen hasil Andalalin kepada
Gubernur melalui KepalaDinas Perhubungan.

permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dad kondisi
awal wajibdilakukan Andalalin.

(2)Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 50% (lima
puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib
dilakukan Andalalin.

(3)Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari
fungsi awal wajibdilakukan Andalalin.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah,
serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut:

dankegiatanpusat
Pasal8

pengembangan(1)Rencana

Pasal 7
(1)Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat

kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib
dilakukan Andalalinsebagaimana dimaksud dalarn Pasal
4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercanturn dalam Lampiranl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan
Gubernur ini.

(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman,
dan infrastruktur di bawah ukuran minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (I} dapat dilakukan
manajemen dan rekayasa lalu lintas,

3. Ketentuan Pasal 8 ditarnbahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3),
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

8. Bangkitarr/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
adalah jurnlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata
per hari atau seJama jam puncak, yang dibangkitkan
atau ditarik oJeh adanya rencana pembangunan pusat
kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

9. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan
hukum, kelornpok orang, atau perkurnpulan yang
menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan
membangun atau mengernbangkan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur.

2. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2),
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
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(1)Pemberian perserujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim
Evaluasi yang dibentuk oleh Gubernur.

(2)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur:
a. Dinas Perhubungan;
b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

Provinsi; dan
c. KepoJisianDaerah Surnatera Selatan.

(3)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas:
a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan

dalam hasiJ AndaJalin.
(4)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. anggota; dan
d. anggota sekretariat.

Pasal 15

Gubernur ini.
(3)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga)hari kerja untuk pembangunan perumahan
yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR),sedangkan untuk perumahan menengah
atas, rumah susun, apartemen, ruko, serta
pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling
lama 15 (lima betas) hari kerja sejak diterimanya
dokumen Andalalin secara lengkap dan memenuhi
persyaratan.

(4)Gubernur dapat memberikan pendelegasian kewenangan
persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Perhubungan, yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5)Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) diubah,
sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(2)Penyampaian dokumen
dimaksud pada ayat

hasil Andalalin sebagaimana
(1) menggunakan format
dalam Lampiran II yang
terpisahkan dari Peraturan

sebagaimana tercantum
merupakan bagian tidak
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BERl'fADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN
TAHUN2017 NOMOR 12

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 APRIL 2017
Pit. SEKRETARISDAERAHPROVINSI

Ditetapkan di Palembang
pada tanggaJ 25... APRIL 2017
GUBERNURSUMATERASELATANL

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

6. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 29
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 29), diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalarn La.rnpiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(5)Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dari unsur Dinas Perhubungan dan merangkap
sebagai anggota.

(6)Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), paling sedikit 7 (tujuh) orang.

(7)Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi.
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
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H. ALEX NOERDIN 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN, 

 
dto 

 
 H. JOKO IMAM SENTOSA 
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Ternbusan yth:

Nama Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Pemohon

L Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tabun 2009 ten tang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintab Nomor 32 'rabun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan babwa untuk memperoleh persetujuan
hasil analisis dampak Jalu lintas, maka pengembang atau pernbangun harus
menyampaikan hasil analisis dampak Ialu lintas kepada Gubernur Sumatera
Selatan,

2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan babwa kami selaku
pengembang/pembangun yaitu PT. (diisi nama perusahaan
pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/rnembangun
(diisi nama objek yang akan dikembangkan zdibangun) Y811gterletak di jalan
..... (diisi nama jal811/R'r/RW/ Keluraharr/Kecamatan/ KabupatenjKota) yang
merupakan Jalan Provinsi.

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, d811untuk kelancaran
investasi, bersama ini karni mengajukan perrnohonan persetujuan ANDALALIN
pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang ak811
dikembangkari/ dibangun].

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokurnen Hasil
ANDALALINpengembangan /pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh
Konsultan PT.jCV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan
Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Gubernur Surnatera SeJatan
meJalui Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Sumatera
Selatan
di-

: Permohonan Persetujuan
ANDALALIN Yth.

Kepada

................ 1 .Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS

LAMPlRAN
PERATURANGUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERUB.AH.ANATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGOARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Dl
PROVINSI SUMATERASELATAN.



H. ALEX NOERDIN

GUBERNURSUMATERASELATA~

M~~

(NamaLengkap)

Materai Rp. 6.000,-

Scempel perusahaan/ instansi

Tnnda tangan

Pengembang/ Pembangun

Oemikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan
dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian han tidak mematuhi
ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan dan peraturan pcrundang-undangan yang berJaku .

........................ tanggal .

Oalam hal ini bertindak unruk dan atas nama {nama pengembang atau
pernbangun Pemerinlah/BUMN/Lembaga/Swasta/Peroranganj bahwa
berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokurncn Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
(ANDALALlN). nomor : tanggal bulan tahun tentang
kegiatan dengan ini mcnyatakan kcsanggupan untuk
melaksanakan semua kewajiban, yaitu :
1. .
2 ..
3 .
4. Dst.

Sayayang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Jabatan
Alamat

SURATPERNYATAANKESANGGUPAN
Nomor: .

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

B. FORMATSURATPERNYATAANKESANGGUPAN
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